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ABSTRAK

Berawal dari Komisi Penyiaran Indonesia yang ingin segera mengawasi isi konten
pada media digital. Penelitian ini membahas tentang alasan Komisi Penyiaran
Indonesia yang ingin diikutsertakan dalam pengawasan isi konten pada media
digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan dari wacana
pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia pada konten media digital, serta
mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terkait wacana yang dilakukan oleh
Komisi Penyiaran Indonesia. Teori penelitian yang digunakan adalah Teori
Hegemoni Media. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatkan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik Pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.
Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan video yang berisi pernyataan
dari Komisi Penyiaran Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika,
wawancara dilakukan pada beberapa pengguna media digital untuk mengetahui
pendapat masyarakat terkait wacana ini. Hasil penelitian yang diperoleh melalui
observasi video yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran
Indonesia memiliki langkah strategi baru untuk ikut mengawasi isi konten pada
media digital. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia juga mendapatkan dorongan
dari lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia, hal yang diingikan adalah tidak
hanya pengawasan pada televisi dan radio, melainkan pengawasan juga dilakukan
pada media digital yang sifatnya jauh lebih bebas diakses kapanpun dan
dimanapun. Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia pada konten media digital
yang akan dilakukan belum terlihat jelas bagaimana pengaturannya, alasannya
karena pengaturan tersebut masih dalam tahap diskusi. Menurut hasil wawancara
dengan beberapa pengguna media digital menunjukkan adanya pro dan kontra di
dalam masyarakat. Masyarakat yang menyetujui adanya pengawasan ini
berpendapat bahwa perlunya pengawasan yang lebih terhadap media digital,
sedangkan masyarakat yang tidak menyetujui pengawasan ini dikarenakan Komisi
Penyiaran Indonesia akan membatasi kreativitas dari para pembuat konten di
media digital, serta adanya pengaturan keamanan yang tersedia di media digital
sudah cukup bagi pengguna media sebagai bentuk pengawasan. Saat ini
pengawasan pada media digital masih menjadi sebuah tanggung jawab bagi
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh sebab itu, Komisi Penyiaran
Indonesia belum diperlukan untuk mengawasi isi konten pada media digital.
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SURVEILLANCE DISCOURSE OF INDONESIAN BROADCASTING
COMMISSION ON DIGITAL MEDIA CONTENT
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ABSTRACT

Starting from the Indonesian Broadcasting Commission who wants to immediately
oversee the contents of content on digital media. This study discusses the reasons
for the Indonesian Broadcasting Commission who wants to be included in the
supervision of the contents of content on digital media. This study aims to
describe the reasons of the Indonesian Broadcasting Commission's surveillance
discourse on digital media content, and find out how the community's response is
related to the discourse carried out by the Indonesian Broadcasting Commission.
The research theory used is Media Hegemony Theory. The research approach
used in this study is a qualitative approach to the case study method. Data
collection techniques used in this study were observation and interviews.
Observations were made by collecting videos containing statements from the
Indonesian Broadcasting Commission and the Ministry of Communication and
Information. Interviews were conducted on a number of digital media users to
find out public opinion regarding this discourse. The results of the research
obtained through video observations that have been made show that the
Indonesian Broadcasting Commission has a new strategic step to participate in
overseeing the contents of content on digital media. In addition, the Indonesian
Broadcasting Commission also received encouragement from broadcasting
institutions in Indonesia, what is desirable is not only supervision of television
and radio, but also surveillance is carried out on digital media which is far more
freely accessed anytime and anywhere. The supervision of the Indonesian
Broadcasting Commission on digital media content to be carried out is not yet
clear how the arrangement is, the reason is because the regulation is still in the
discussion stage. According to interviews with several digital media users, there
are pros and cons in the community. People who approve this supervision are of
the opinion that the need for more supervision of digital media, while people who
do not approve of this supervision because the Indonesian Broadcasting
Commission will limit the creativity of content creators in digital media, as well
as the security arrangements available in digital media are sufficient for media
users as a form of surveillance. At present supervision of digital media is still a
responsibility of the Ministry of Communication and Information. Therefore, the
Indonesian Broadcasting Commission is not yet required to oversee the contents
of content on digital media.
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